KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan

vang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Regisirasi )
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap
Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan,
maka segsla resiko yang timbul sepenubnya menjadi tanggung jawab
pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal

demi hukum.

Segala penyimpangan dan atau kelal ian atas k an dalan kep

ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun
tidak sengaja, maka keputusen ini batal atau batal demi hukum.

Tidak dibenarkan mengalibkan izin pendirian sekolah ke pihak lain
dengan dalih apapun sehelum adanya persetujuan dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Bogor.

Keputusan ini mulai berlaku pade tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL: If —&3-Tel3

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABURATEN BOGOR
S ,ﬁ‘

Yth Kepala Dinas Pendidikena Provinsi Jawa Barat;

|

2. Yt Bupati Bogor melelui Sekretay
3. VihKetna Deswan Perwakilan Rak
1
s

Yih.Camat Citeureup;

Laerah Kabupiten Bogor.
t Daerali kahupaten Bogor:

5. Yih.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Clicureup;
6. Yih.Kepata Desn Hambalang Kecamatan Ciicureup.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

J1. Nyaman No. | Desa Tengah Kee. Cibinong Telp. 021 § 53191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR
Nomor : 42111/ 14 >-Disdik/2013
TENTANG
1ZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD MELATI
Kp.Pasir Gedogan RT.02 RW.01 Desn Hambalang
KECAMATAN CITEUREUP
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang : a Bahwa dalam upaya meningkatkan dan p pendidikan kepada

kat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu
memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usin
Dini / PAUD MELATI yang berlokasi di Kp.Pasir Gedogan RT.02

RW.01 Desa/Kelurahan Hambalang K Ci p Kabuy
Bogor.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a,

perly menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang lzir
Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD MELATI yang berlokas
di Kp.Pasir Gedogan RT.02 RW.01  Desa/Kelurahan Hambalang
Kecamatan Citeuresp Kabupaten Bogor.

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahud 1950 tentang Pemerintah Dacral
Kabupaten dalam Tingkungan Jawu Barat ( Lembaran Negara Republil

Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);

a2

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 twentang Sistem Pendidika

Nagional ( Lembaray Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambaha

Lembaran b wrn Republik Indonest Nomor 3390):

Urdlane-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nusions

Pasal 28;



Mezmperhatikan

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU

KEDUA

=3

s

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Peraturan  Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No27 tahun 1990 ftentang
Pendidikan Pra Sekolah;

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26
April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Peraturan  Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan
Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daersh Kabupaten
Bogor Tahun 2008 Nomer 9 );

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten
Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);

Keputusan Bupati Bogor tentsng Pendelegasian Kewcnangan
Penandatanganan  Dokumen  Administasi  Pelayanan  Umum
Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpte/Huk/2005
tanggal 30 Mei 2005;

Surat t izim O ional  dari  Penyelenggara
Pendidikan PAUD Meiati tanggal ‘Februari 2013 Nomor :
Perihal Pengajuan Tzin Pendirian Oprasional PAUD Melati:

Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan

Kecamatan Citeureup tangeal ‘Februari 2013,

Memberikan lzin Operasional Penvelenggnraan kepada :
Nama PAUD  : MELATI
Jenis PAUD : KOBER

Alamat = Kp.Pasir Gedogan RT.02 RW.01
Desa/Kel : Hambalang
Kecamatan : Citeureup

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlake

sepanjung memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan



